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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/42 TAHUN 2026

TENTANG

SATUAN TUGAS BIMBINGAN DAN INTENSIFIKASI MANAJEMEN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan keuangan daerah diperlukan
penguatan pembinaan, konsultasi, dan pendampingan
pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terintegrasi;

b. bahwa pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel,
transparan, andal, tepat waktu, dan sesuai dengan kaidah
peraturan perundang-undangan memerlukan koordinasi
lintas bidang, peningkatan kompetensi sumber daya
manusia pengelola keuangan dan aset daerah, serta
pemanfaatan layanan digital;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Satuan
Tugas Bimbingan dan Intensifikasi Manajemen Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

10. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024
tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahin 2024 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahin 2025 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
167);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Satuan Tugas Bimbingan dan Intensifikasi Manajemen
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang
selanjutnya disebut Satgas Bima, dengan susunan keanggotaan
dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Tugas Satgas Bima sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU memiliki tugas meliputi:

a. melaksanakan koordinasi, pembinaan, konsultasi, dan
pendampingan pengelolaan keuangan dan aset daerah
secara terintegrasi,

b. mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah;

c. mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam
pengelolaan keuangan daerah;

d. menyusun strategi penyelesaian permasalahan pengelolaan
keuangan dan aset daerah berdasarkan hasil identifikasi
masalah;

e. melaksanakan sosialisasi, coaching clinic, konsultasi teknis,
serta pendampingan kepada organisasi perangkat daerah;

f. memanfaatkan perangkat digital untuk mendukung
layanan konsultasi, dokumentasi permasalahan,
monitoring tindak lanjut, dan pengelolaan pengetahuan;

g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf
f secara berkala.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd
SUMARNO

NIP. 197007291996031001

SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

oOus b=

Gubernur Jawa Tengah;

Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/42 TAHUN 2026

TENTANG

SATUAN TUGAS BIMBINGAN DAN INTENSIFIKASI
MANAJEMEN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS BIMBINGAN DAN INTENSIFIKASI
MANAJEMEN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SATGAS BIMA)
PROVINSI JAWA TENGAH

KEDUDUKAN

NO NAMA /JABATAN DALAM TIM URAIAN TUGAS

1 2 3 4

1. | Kepala Badan Pengelola Pembina . Memberikan arahan kebijakan
Keuangan dan Aset Daerah strategis dalam pembentukan
Provinsi Jawa Tengah dan pelaksanaan tugas Satgas

Bima;

. Mendorong koordinasi lintas
organisasi perangkat daerah
untuk mendukung
peningkatan akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan
keuangan daerah

. Memberikan dukungan
kebijakan dan sumber daya di
lingkungan BPKAD Provinsi
Jawa Tengah;

. Melakukan pembinaan,
pemantauan, dan evaluasi
terhadap pelaksanaan tugas
Satgas Bima;

. Memfasilitasi koordinasi
internal BPKAD;

. Mengevaluasi capaian hasil
kerja Satgas Bima.

2. | Kepala Bidang Akuntansi Ketua . Memimpin dan
pada Badan Pengelola bertanggungjawab atas
Keuangan dan Aset Daerah pelaksanaan tugas  Satgas
Provinsi Jawa Tengah Bima;

. Merencanakan,
mengoordinasikan,
mengomunikasikan, dan
mengendalikan seluruh
tahapan kerja Satgas Bima,;

. Melaksanakan  pengendalian
untuk  menjamin  kualitas
pelaksanaan  tugas  Satgas
Bima;

. Memberikan arahan teknis

dalam konsultasi dan coaching
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KEDUDUKAN

NO NAMA /JABATAN DALAM TIM URAIAN TUGAS
1 2 3 4
clinic terkait pengelolaan aset
daerah;

e. Mendukung penyelesaian
permasalahan yang berkaitan
dengan pengelolaan aset
daerah.

3. | Kepala Bidang Anggaran | Wakil Ketua | a. Membantu Ketua dalam
pada Badan Pengelola mengoordinasikan seluruh
Keuangan dan Aset Daerah kegiatan Satgas Bima;

Provinsi Jawa Tengah b. Memberikan arahan teknis
dalam konsultasi dan coaching
clinic;

c. Mendukung penyelesaian
permasalahan yang
dikonsultasikan kepada Satgas
Bima.

4. | Sekretaris Badan Pengelola | Sekretaris a. Memberikan dukungan
Keuangan dan Aset Daerah kebijakan dan sumber daya di
Provinsi Jawa Tengah lingkungan BPKAD Provinsi

Jawa Tengah;

b. Memfasilitasi koordinasi
internal BPKAD;

c. Melaksanakan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan tugas
Satgas Bima;

d. Menyusun laporan
pelaksanaan  tugas  Satgas
Bima.

S. | Kepala Bidang Anggota Membantu Ketua dan Wakil Ketua
Perbendaharaan dan Kas dalam pelaksanaan teknis tugas
Daerah pada Badan Satgas Bima.

Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Jawa

Tengah

6. | Kepala Bidang Aset Daerah Anggota Membantu Ketua dan Wakil Ketua
pada Badan Pengelola dalam pelaksanaan teknis tugas
Keuangan dan Aset Daerah Satgas Bima.

Provinsi Jawa Tengah

7. | Analis Keuangan Pusat Anggota Membantu Ketua dan Wakil Ketua
dan Daerah di lingkungan dalam pelaksanaan teknis tugas
Badan Pengelola Keuangan Satgas Bima.
dan Aset Daerah Provinsi
Jawa Tengah

8. | Pelaksana pada Bidang Anggota Membantu Ketua dan Wakil Ketua
Akuntansi Badan dalam pelaksanaan teknis tugas
Pengelola Keuangan dan Satgas Bima.

Aset Daerah Provinsi Jawa

Tengah

9. | Pelaksana pada Bidang Anggota Membantu Ketua dan Wakil Ketua

Anggaran Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah

dalam pelaksanaan teknis tugas
Satgas Bima.
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KEDUDUKAN

NO NAMA /JABATAN DALAM TIM URAIAN TUGAS
1 2 3 4

10. | Pelaksana pada Bidang Anggota Membantu Ketua dan Wakil Ketua
Perbendaharaan dan Kas dalam pelaksanaan teknis tugas
Daerah Badan Pengelola Satgas Bima.
Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah

11. | Pelaksana pada Bidang Anggota Membantu Ketua dan Wakil Ketua
Aset Daerah Badan dalam pelaksanaan teknis tugas
Pengelola Keuangan dan Satgas Bima.
Aset Daerah Provinsi Jawa
Tengah

12. | Pelaksana pada Anggota Membantu Ketua dan Wakil Ketua
Sekretariat Badan dalam pelaksanaan teknis tugas
Pengelola Keuangan dan Satgas Bima.
Aset Daerah Provinsi Jawa
Tengah

13. | Auditor pada Inspektorat Anggota Membantu Ketua dan Wakil Ketua

Provinsi Jawa Tengah

dalam pelaksanaan teknis tugas
Satgas Bima.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO
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